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Abstrak: Penelitian ini mengembangkan kerangka multilevel untuk menjelaskan 

tata kelola cold storage tenaga surya sebagai layanan pada perikanan pulau kecil. 
Berangkat dari dokumentasi pendahuluan kasus Gili Tapan, Indonesia, artikel 
tidak melaporkan temuan tingkat responden, melainkan menyusun kerangka 
konseptual dan protokol validasi empiris. Kerangka membedakan minat teknologi, 
niat menggunakan, kesediaan membayar, kesiapan tata kelola, dan kesiapan 
layanan agar hasil individual, organisasi, dan sistem tidak dicampurkan dalam 
satu ukuran. Patronase diposisikan sebagai relasi multidimensi yang mencakup 
sumber kredit, kewajiban penjualan, timbal balik, perlindungan sosial, biaya 
berpindah, dan alternatif pasar. Kepercayaan dipahami sebagai evaluasi terhadap 
pengaturan layanan yang dapat diamati, terutama kejelasan kepemilikan, 
keadilan akses, kompetensi operator, transparansi tarif, dana pemeliharaan, 
tanggung jawab kehilangan produk, serta jalur garansi dan perbaikan. Validasi 

diusulkan menggunakan desain mixed methods explanatory sequential (QUAN → 
qual), survei berstrata jaringan, elisitasi willingness to pay berbasis paket layanan, 
tindak lanjut kualitatif, gerbang kelayakan teknis, dan penilaian tata kelola 
berbobot pemangku kepentingan. Kerangka menghasilkan aturan keputusan non-
kompensatori: sikap positif tidak dapat menutup kegagalan teknis, sedangkan 
perangkat yang andal tidak dapat menutup tata kelola yang eksklusif atau tidak 
dapat dipelihara. Kontribusi utama artikel adalah model yang dapat diuji 
mengenai bagaimana pendinginan terbarukan dapat memperluas pilihan 
pemasaran atau justru mempertahankan kontrol rantai nilai, bergantung pada 
pengaturan akses, waktu, pembiayaan, dan perbaikan. 
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PENDAHULUAN 

Rantai dingin perikanan di wilayah pulau kecil sering dipahami sebagai persoalan 
teknis: kehilangan mutu dianggap dapat dikurangi dengan menambah es, kapasitas 
refrigerasi, efisiensi energi, atau sarana transportasi. Cara pandang tersebut belum 
memadai karena cold storage tidak masuk ke ruang sosial yang netral. Teknologi hadir di 
dalam rantai nilai yang berisi nelayan, pengumpul, pedagang, organisasi desa, penyedia 
teknologi, dan lembaga publik dengan sumber daya serta kewenangan yang tidak setara. 
Karena itu, unit penyimpanan bukan hanya alat mempertahankan mutu ikan, tetapi juga 
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berpotensi mengubah siapa yang dapat menunda penjualan, menentukan waktu transaksi, 
mengakses pembiayaan, dan menanggung risiko kegagalan layanan. 

Cold storage tenaga surya semakin relevan ketika pasokan listrik lemah, biaya es 
berulang tinggi, dan kehilangan pascapanen membatasi pendapatan. Kajian teknis 
menunjukkan bahwa pendinginan terdesentralisasi berbasis surya dapat menjadi pilihan 
produktif apabila kapasitas, arsitektur energi, tingkat pemanfaatan, suhu sasaran, dan 
karakter produk dirancang secara tepat (Amjad et al., 2023; Okwach et al., 2024; Rami & 
Allouhi, 2024a; Carlsson et al., 2025; Ali & Ali, 2025). Di Indonesia, evaluasi sistem 
hibrida dan studi kelayakan techno-economic juga memperlihatkan bahwa solusi rantai 
dingin terbarukan mempunyai ruang penerapan yang nyata (Aryanto et al., 2025; Nugraha 
et al., 2025). Namun, kelayakan teknis tidak otomatis menghasilkan penggunaan yang 
berkelanjutan. 

Literatur adopsi teknologi menegaskan bahwa persepsi kegunaan, kemudahan, 
biaya, pengaruh sosial, pelatihan, dan kondisi fasilitasi berhubungan dengan kemauan 
menggunakan inovasi. Pada petani kecil, kemauan mengadopsi cold storage tenaga surya 
dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, pengalaman inovasi, pelatihan, karakter produksi, dan 
persepsi kehilangan pangan (Kansanga et al., 2025). Studi berbasis UTAUT juga 
menunjukkan bahwa ekspektasi kinerja, usaha yang diperlukan, pengaruh sosial, dan 
kondisi pendukung membentuk kemauan menggunakan teknologi rantai dingin (Mkunda, 
2025). Temuan tersebut penting, tetapi belum menjawab persoalan ketika layanan 
penyimpanan dikendalikan oleh aktor yang sekaligus memberikan kredit, membeli hasil, 
atau menentukan prioritas akses. 

Cognition dan pilihan teknologi juga tertanam dalam jaringan sosial. Li et al. (2024) 
menunjukkan bahwa modal sosial, kepercayaan, partisipasi, norma, dan kognisi teknologi 
berhubungan dengan keputusan adopsi, sedangkan Qin et al. (2024) memperlihatkan 
bahwa posisi dalam jaringan dapat membentuk kemauan berpartisipasi. Konsekuensinya, 
persepsi kegunaan, kepercayaan, pengaruh sosial, dan ketergantungan relasional tidak 
seharusnya digabung menjadi satu sikap umum. Masing-masing merepresentasikan 
mekanisme yang berbeda dan dapat bergerak ke arah yang tidak sama. 

Perbedaan itu menjadi krusial dalam sistem patronase perikanan. Dokumentasi 
pendahuluan Gili Tapan menyebutkan bahwa sebagian pengumpul menyediakan modal 
operasi dan mengharapkan ikan dari nelayan yang dibiayai dijual kembali kepada 
penyedia modal, sedangkan nelayan dengan modal sendiri dapat memiliki pilihan pembeli 
yang lebih luas. Premis ini belum boleh dibaca sebagai estimasi prevalensi atau bukti 
eksploitasi. Penelitian perikanan menunjukkan bahwa hubungan nelayan-pedagang dapat 
memuat pinjaman, kewajiban penjualan, norma informal, bantuan pada masa sulit, akses 
pasar, dan ekspektasi timbal balik secara bersamaan (Elsler et al., 2023; Wiranthi et al., 
2024; McKenna et al., 2025). Oleh sebab itu, patronase perlu diukur sebagai posisi 
relasional multidimensi, bukan kategori biner. 

Kepercayaan juga tidak cukup diperlakukan sebagai karakter komunitas. Dalam 
layanan bersama, pengguna menilai siapa pemilik aset, siapa operatornya, bagaimana tarif 
ditentukan, bagaimana produk dicatat, siapa yang boleh mendapatkan prioritas, 
bagaimana keluhan ditangani, serta siapa yang membayar ketika peralatan rusak. Studi 
sistem informasi desa membedakan kepercayaan terhadap teknologi dari kepercayaan 
terhadap institusi (Ariyanto et al., 2022), sementara penelitian continuance intention 
menunjukkan pentingnya membedakan kepuasan penggunaan dari kepercayaan 
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institusional (Kala et al., 2024). Dengan demikian, kepercayaan yang relevan bagi cold 
storage harus dihubungkan dengan aturan dan kinerja layanan yang dapat diamati. 

Aspek pascainstalasi memperkuat kebutuhan tersebut. Dokumentasi kasus 
melaporkan satu unit berkapasitas 300 L mengalami kerusakan dan jalur perbaikannya 
belum jelas. Informasi ini masih perlu diverifikasi melalui inspeksi, catatan layanan, status 
garansi, dan riwayat biaya; ia tidak dapat digeneralisasi menjadi tingkat kegagalan sistem. 
Meski demikian, pengalaman proyek energi komunitas di Indonesia menunjukkan bahwa 
aset dapat menjadi tidak berfungsi ketika pelatihan, dana perbaikan, dukungan teknis, dan 
tanggung jawab kelembagaan tidak berlanjut setelah konstruksi (Rahmani et al., 2023; 
Rahmani et al., 2025). Karena itu, garansi, teknisi, suku cadang, dana pemeliharaan, dan 
prosedur downtime merupakan bagian dari infrastruktur layanan, bukan aksesori 
komersial. 

Kesenjangan penelitian terletak pada cara menghubungkan tiga level yang sering 
dicampurkan: keputusan pengguna, kemampuan organisasi, dan kinerja sistem. Studi 
penerimaan teknologi umumnya menjelaskan niat individual; studi techno-economic 
menjelaskan kelayakan fisik dan biaya; sedangkan kajian tata kelola menilai partisipasi, 
akuntabilitas, dan pembagian manfaat. Masih terbatas kerangka yang menempatkan minat 
teknologi, niat menggunakan, kesediaan membayar, kesiapan tata kelola, dan kesiapan 
layanan sebagai keluaran yang berbeda namun saling terkait. Artikel ini mengisi 
kesenjangan tersebut dengan merumuskan model multilevel tata kelola berbasis layanan 
dan protokol validasi untuk konteks perikanan pulau kecil. 

Tujuan artikel adalah: (1) menjelaskan atribut teknologi dan layanan yang 
membentuk niat menggunakan; (2) memisahkan kesediaan membayar dari sikap umum 
terhadap teknologi; (3) menjelaskan bagaimana kredit, kewajiban penjualan, perlindungan 
sosial, dan alternatif pasar memengaruhi persepsi keadilan; serta (4) menetapkan ambang 
teknis dan kelembagaan yang harus dipenuhi sebelum sebuah skenario dapat dinyatakan 
siap sebagai layanan. Kontribusi utamanya adalah pergeseran dari user-centred acceptance 
menuju service-centred adoption, yaitu adopsi yang hanya dianggap berkelanjutan apabila 
hardware, aturan akses, pembiayaan pemeliharaan, akuntabilitas, dan jalur perbaikan 
membentuk satu sistem yang dapat dipercaya. 

LANDASAN TEORI 

Adopsi Teknologi sebagai Keputusan Individual yang Bersyarat 

Pendekatan penerimaan teknologi menempatkan kegunaan yang dirasakan, risiko, 
ekspektasi kinerja, usaha penggunaan, pengaruh sosial, dan kondisi fasilitasi sebagai 
penjelas niat. Kerangka ini tetap penting karena pengguna tidak akan memanfaatkan cold 
storage yang dianggap tidak relevan, sulit, mahal, atau berisiko. Namun, pada layanan 
komunitas, niat menggunakan harus dinyatakan untuk suatu pengaturan yang spesifik: 
tarif tertentu, aturan akses tertentu, operator tertentu, durasi penyimpanan tertentu, dan 
standar layanan tertentu. Niat yang tidak terikat pada skenario mudah menghasilkan 
jawaban positif yang tidak dapat diterjemahkan menjadi perilaku. 

Kepercayaan Institusional dan Keadilan Prosedural 
Kepercayaan institusional dalam artikel ini didefinisikan sebagai keyakinan bahwa 

aktor yang mengelola layanan memiliki kompetensi, integritas, konsistensi, transparansi, 
dan mekanisme pemulihan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia dibedakan dari trust in 
technology yang berfokus pada kinerja dan keamanan perangkat serta trust in operator 
yang berfokus pada kompetensi harian. Keadilan prosedural mencakup kejelasan 



 

 

 

 
Aryanto  

 

 

SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah |   369 

 

kelayakan pengguna, prioritas saat kapasitas penuh, konsistensi tarif, pencatatan produk, 
akses informasi transaksi, dan penyelesaian keluhan. Kepercayaan diprediksi meningkat 
ketika aturan tersebut dapat dilihat, dijelaskan, dan diaudit, bukan semata karena layanan 
memakai label komunitas. 

Patronase, Modal Sosial, dan Ketergantungan Pasar 

Patronase dipahami sebagai struktur pertukaran berulang yang dapat menyediakan 
kredit, aset, koneksi pasar, dan perlindungan pada saat ketidakpastian, tetapi pada saat 
yang sama dapat menimbulkan kewajiban menjual, biaya berpindah pembeli, atau 
ketergantungan terhadap keputusan aktor tertentu. Pendekatan ini konsisten dengan bukti 
bahwa relasi pedagang-nelayan memengaruhi praktik melalui pinjaman, norma, dan 
harapan timbal balik (Elsler et al., 2023), serta bahwa hubungan captive dapat muncul 
pada lebih dari satu tingkat rantai nilai (Wiranthi et al., 2024). Dalam model, patronase 
bukan variabel moral “baik-buruk”, melainkan konteks relasional yang dapat mengubah 
cara pengguna menilai keadilan akses dan manfaat teknologi. 

Tata Kelola Berbasis Layanan dan Kapabilitas Pascajual 
Tata kelola berbasis layanan menempatkan kepemilikan, operasi, pembiayaan, 

akuntabilitas, dan perbaikan sebagai satu arsitektur. Pengalaman energi terbarukan 
komunitas menunjukkan bahwa pembangunan aset tanpa keterampilan lokal, tata kelola 
keuangan, dan dukungan teknis dapat menghasilkan periode tidak berfungsi yang panjang 
(Rahmani et al., 2023; Rahmani et al., 2025). Pada sistem refrigerasi off-grid, keselamatan 
listrik, kualitas instalasi, pemantauan kinerja, dan ketersediaan dukungan teknis juga 

merupakan prasyarat layanan (de Santana Garcia et al., 2025). Karena itu, facilitating 
conditions diperluas menjadi accountable service chain yang menghubungkan pemilik, 
operator, dana cadangan, garansi, teknisi, suku cadang, downtime response, dan 
komunikasi pengguna. 

Proposisi Penelitian dan Kerangka Multilevel 
Enam proposisi diarahkan untuk validasi empiris. P1: kegunaan yang dirasakan dan 

reliabilitas berasosiasi positif dengan niat menggunakan. P2: keterjangkauan dan 
spesifikasi paket layanan berasosiasi dengan kesediaan membayar. P3: keadilan prosedural 
dan akuntabilitas yang dapat diamati berasosiasi positif dengan kepercayaan institusional. 
P4: kepercayaan institusional berasosiasi dengan niat melanjutkan penggunaan setelah 
kegunaan dikendalikan. P5: dimensi patronase memoderasi hubungan antara keadilan 
prosedural dan niat menggunakan. P6: kesiapan tata kelola hanya dapat menghasilkan 
kesiapan layanan apabila gerbang kelayakan teknis telah terpenuhi. Proposisi tersebut 
bersifat dapat diuji; artikel ini tidak menyatakannya sebagai hubungan kausal yang sudah 
terbukti. 
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Gambar 1. Kerangka multilevel tata kelola cold storage tenaga surya berbasis layanan 

Gambar 1 memisahkan level individual, relasional, organisasi, dan sistem. 
Pemisahan ini mencegah kekeliruan level analisis: preferensi pengguna tidak dapat 
digunakan sebagai bukti kemampuan organisasi, dan kompetensi organisasi tidak dapat 
menggantikan bukti performa teknis. Kesiapan layanan merupakan properti sistem yang 
baru dapat dinyatakan ketika gerbang teknis dan gerbang tata kelola sama-sama dilalui. 

METODE PENELITIAN 

Artikel ini merupakan studi konseptual dan metodologis yang diinformasikan oleh 
dokumentasi pendahuluan kasus Gili Tapan. Desain validasi yang diusulkan 
menggunakan explanatory sequential mixed methods (QUAN → qual). Fase kuantitatif 
ditujukan untuk mengestimasi asosiasi pada level individu dan heterogenitas jaringan; fase 
kualitatif menjelaskan mekanisme patronase, kepercayaan, kondisi batas, serta kasus yang 
berlawanan dengan pola kuantitatif. Hasil sosial kemudian diintegrasikan dengan gerbang 
kelayakan teknis dan penilaian tata kelola berbobot pemangku kepentingan. 

Objek analisis bukan hanya mesin pendingin, melainkan cold-storage service 

arrangement yang meliputi sistem fisik, performa suhu dan energi, aturan akses dan 
prioritas, tarif, kustodi produk, kewenangan operator, kontrol finansial, dana 
pemeliharaan dan penggantian, administrasi garansi, akses teknisi dan suku cadang, 
respons downtime, dan penyelesaian sengketa. Batas analitis ini sengaja ditetapkan agar 
keberhasilan teknologi tidak dinilai terpisah dari organisasi yang membuatnya tetap dapat 
digunakan. 

Kerangka sampling dibangun dari daftar terverifikasi nelayan, pengumpul, 
pembudidaya, operator, dan lembaga terkait. Nelayan distratifikasi menurut afiliasi 
jaringan dan profil patronase multidimensi, bukan hanya sumber modal. Seluruh 
kelompok pengumpul yang aktif dapat didekati, sedangkan kategori organisasi yang sangat 
kecil diperlakukan sebagai strata sensus atau kualitatif. Perencanaan lapangan 
menargetkan sedikitnya 250 survei lengkap dengan rekrutmen sekitar 300 responden; 
ukuran akhir ditentukan melalui power analysis berbasis simulasi setelah pilot 
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memperkirakan varians, prevalensi interaksi, dan korelasi intrajaringan. Bila ukuran tidak 
mencukupi, analisis moderasi diperlakukan eksploratif. 

Instrumen menggunakan skala multi-item lima poin untuk kegunaan, 
keterjangkauan, reliabilitas, risiko, keadilan prosedural, trust in technology, trust in 
operator, kepercayaan institusional, niat menggunakan, dan continuance intention. 
Patronase diukur melalui sumber dan tujuan kredit, syarat pengembalian, kewajiban 
penjualan, durasi hubungan, proses penetapan harga, bantuan darurat, dukungan 
nonfinansial, kebebasan berpindah pembeli, sanksi yang dirasakan, dan alternatif pasar. 
Validitas isi dievaluasi melalui pakar dan pemangku kepentingan, dilanjutkan cognitive 
interview, pilot, reliabilitas, validitas konvergen-diskriminan, dan measurement invariance 
apabila ukuran sampel memadai. 

Kesediaan membayar diukur untuk paket layanan yang terdefinisi, bukan untuk 
“teknologi” secara umum. Skenario harus menjelaskan kapasitas yang dapat digunakan, 
rentang suhu, durasi penyimpanan, jam operasi, aturan akses, tanggung jawab kehilangan 
produk, target uptime, serta layanan pemeliharaan dan perbaikan yang termasuk. Pilot 
menentukan satuan pembayaran yang paling dipahami, misalnya per kilogram-hari, per 
wadah, per siklus, atau keanggotaan. Nilai nol diikuti pertanyaan alasan untuk 
membedakan keterbatasan anggaran, ketidakpercayaan, penolakan terhadap 
pemilik/tarif, protes pembayaran, dan ekspektasi hibah. 

Analisis kuantitatif melaporkan karakteristik responden, afiliasi jaringan, profil 
patronase, praktik preservasi, pengalaman peralatan, distribusi konstruk, dan jawaban 
pembayaran. Model terpisah diestimasi untuk niat menggunakan, continuance intention, 
dan willingness to pay. Cluster-robust standard errors atau multilevel random intercept 
digunakan untuk ketergantungan dalam jaringan pengumpul. Interaction term dibatasi 
pada hubungan patronase × keadilan yang ditetapkan secara teoretis. Karena desain survei 
bersifat potong lintang, koefisien dilaporkan sebagai asosiasi, bukan efek kausal. 

Fase kualitatif memilih kasus yang kontras berdasarkan patronase, kepercayaan, 
respons pembayaran, preferensi kepemilikan, dan temuan kuantitatif yang tidak terduga. 
Wawancara semi-terstruktur mengeksplorasi kredit timbal balik, kewajiban sosial, 
pergantian pembeli, kehilangan produk, pengalaman kerusakan, legitimasi tarif, pemilihan 
operator, pembiayaan pemeliharaan, dan harapan layanan purna jual. Integrasi dilakukan 
melalui matriks kasus dan joint display yang membedakan konvergensi, 
komplementaritas, perluasan, dan disonansi. 

Tabel 1. Konstruk, Level Analisis, dan Bukti yang Diperlukan 

Konstruk/Keluaran Level Dimensi Utama Sumber Bukti 

Minat teknologi / niat 
menggunakan 

Individu Kegunaan, reliabilitas, 
risiko, kondisi 
penggunaan 

Survei multi-
item 

Kesediaan membayar Individu/rumah 
tangga 

Nilai pembayaran pada 
paket layanan 
terdefinisi 

Contingent 
valuation / 
payment card 

Patronase Relasional Kredit, kewajiban jual, 
timbal balik, 
perlindungan, 
switching cost, 
alternatif pasar 

Survei + 
wawancara 
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Keadilan prosedural Individu 
terhadap aturan 

Akses, prioritas, tarif, 
kustodi, catatan, 
keluhan 

Survei + audit 
aturan 

Kepercayaan 
institusional 

Individu 
terhadap institusi 

Kompetensi, integritas, 
prediktabilitas, 
transparansi, redress 

Survei + 
wawancara 

Kesiapan tata kelola Organisasi Pemilik, operator, 
aturan, kontrol dana, 
audit, tanggung jawab 

Dokumen + 
workshop 
stakeholder 

Kelayakan teknis Sistem teknis Suhu, kapasitas, 
energi, downtime, 
LCC, backup 

Pengujian teknis 

Kesiapan layanan Sistem Gerbang teknis + 
gerbang tata kelola 
terpenuhi 

Klasifikasi non-
kompensatori 

Sumber: dikembangkan dari protokol validasi, 2025 

Gerbang teknis harus ditetapkan sebelum klasifikasi tata kelola. Parameter minimum 
mencakup throughput ikan dan kapasitas berguna, suhu sasaran dan pull-down time, 
waktu di dalam rentang suhu aman, konsumsi energi, kecukupan PV-baterai-inverter-
backup, asumsi penggantian baterai, tingkat pemanfaatan musiman, downtime dan waktu 
perbaikan, biaya siklus hidup, serta tariff floor yang konsisten dengan operasi aman. 
Kegagalan pada ambang kritis bersifat non-kompensatori: preferensi tinggi terhadap suatu 
model kepemilikan tidak dapat membuat layanan yang secara teknis tidak memadai 
menjadi siap. 

Alur validasi bergerak dari audit bukti dan verifikasi sumber, dilanjutkan gerbang 
teknis, survei kuantitatif, tindak lanjut kualitatif, integrasi hasil, dan klasifikasi keputusan 
layanan. Urutan ini memastikan penilaian organisasi dilakukan setelah spesifikasi teknis 
jelas dan hasil akhir tidak mencampurkan bukti individual, organisasi, serta sistem. 

Aspek etika memerlukan perhatian khusus karena utang, kewajiban penjualan, 
pendapatan, dan konflik dapat memengaruhi hubungan ekonomi responden. Rekrutmen 
dan wawancara harus dirancang agar patron, pemberi kerja, atau pejabat tidak dapat 
menginferensikan jawaban individual. Persetujuan etik, informed consent, de-
identification, penyimpanan data yang aman, serta prosedur menghadapi kekhawatiran 
retaliasi harus ditetapkan sebelum pengumpulan data. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pengembangan Kerangka dan Premis Kasus 

Hasil artikel ini berupa sintesis konseptual, pemetaan premis kasus, dan rancangan 
keputusan; bukan hasil survei responden. Dokumentasi pendahuluan melaporkan 3.507 
penduduk, 997 rumah tangga, sekitar 1.020–1.113 nelayan, sembilan kelompok 
pengumpul, dan dua belas kelompok budidaya. Angka tersebut digunakan sebagai premis 
perencanaan stakeholder mapping dan sampling frame, bukan sebagai denominator final. 
Tahun referensi, definisi “nelayan aktif”, tumpang tindih keanggotaan, skala throughput, 
dan status aktivitas kelompok tetap harus diverifikasi melalui sumber desa dan catatan 
organisasi. 
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Tabel 2. Premis Kasus Gili Tapan dan Kebutuhan Verifikasi 

Premis Status Saat Ini Verifikasi Wajib 

Penduduk dan rumah 
tangga 

Dilaporkan dalam 
proposal; tahun sumber 
belum terverifikasi 

Statistik desa resmi, tahun 
acuan, definisi 

Jumlah nelayan Dilaporkan sebagai rentang Definisi pekerjaan, status 
aktif, daftar mutakhir 

Kelompok pengumpul dan 
budidaya 

9 dan 12 kelompok 
dilaporkan 

Keanggotaan, overlap, 
throughput, status aktif 

Relasi kredit–penjualan Premis naratif; prevalensi 
belum diketahui 

Syarat kredit, durasi, 
kewajiban, harga, alternatif 
pembeli 

Aset cold storage Unit 100 L dan 300 L 
dilaporkan 

Pemilik, lokasi, tanggal 
instalasi, riwayat servis 

Kerusakan unit 300 L Satu kejadian belum 
diverifikasi 

Mode kegagalan, 
downtime, garansi, upaya 
perbaikan, kerugian produk 

Jalur purna jual Tanggung jawab 
dilaporkan tidak jelas 

Kontrak, kontak teknisi, 
response time, suku cadang 

Spesifikasi layanan Belum final Kapasitas, suhu, energi, 
backup, LCC, tariff floor 

Sumber: dokumentasi pendahuluan Gili Tapan, 2025 

Premis relasi kredit–penjualan menghasilkan konsekuensi analitis paling penting. 
Cold storage berpotensi memperpanjang waktu sebelum ikan dijual, tetapi nilai ekonomi 
dari “waktu tambahan” tergantung pada hak pengguna untuk memilih pembeli. Pada 
layanan yang dikelola secara independen, penyimpanan dapat memperluas pilihan pasar 
dan mengurangi penjualan terpaksa. Pada layanan yang dikendalikan aktor pembiaya 
sekaligus pembeli, mutu produk dapat meningkat tanpa mengubah ketergantungan 
transaksi. Sebaliknya, sebagian nelayan dapat tetap memilih patron karena patron 
menyediakan perlindungan, modal darurat, dan kepastian pembelian. Ketiga mekanisme 
tersebut harus diuji, bukan diasumsikan. 

Hasil konseptual kedua adalah pemisahan trust menjadi tiga objek: teknologi, 
operator, dan institusi. Pemisahan ini menjelaskan mengapa pengguna dapat 
mempercayai perangkat tetapi tidak mempercayai aturan akses; atau mempercayai 
pengelola lokal tetapi meragukan kemampuan penyedia melakukan perbaikan. Temuan 
penelitian sistem digital dan layanan publik menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap 
teknologi dan terhadap institusi dapat mengikuti pola yang berbeda (Ariyanto et al., 2022; 
Kala et al., 2024). Dalam cold storage, breakdown menjadi ujian kelembagaan karena 
pengguna menilai siapa yang mendiagnosis, mengotorisasi biaya, menghubungi garansi, 
melindungi produk selama downtime, dan menjelaskan status perbaikan. 

Kesiapan Tata Kelola sebagai Kondisi yang Dapat Diaudit 

Kerangka menghasilkan seperangkat syarat minimum tata kelola: pemilik yang 
diakui, operator terlatih, aturan kelayakan dan prioritas yang transparan, tarif yang dapat 
dijelaskan, prosedur kustodi dan kehilangan produk, rekening pemeliharaan yang 
terlindungi, kontak garansi dan teknisi yang jelas, respons downtime, serta pelaporan 

berkala mengenai penggunaan, pendapatan, pengeluaran, kegagalan, dan waktu 
perbaikan. Kesiapan tidak boleh disimpulkan hanya dari label organisasi. Koperasi, 
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BUMDes, pengumpul swasta, vendor, maupun kemitraan dapat berhasil atau gagal 
bergantung pada kedalaman pengaturan tersebut. 

Tabel 3. Skenario Tata Kelola dan Kondisi Veto Utama 

Skenario Potensi Kekuatan Kondisi 

Veto/Risiko 

Bukti Kesiapan 

Pengumpul sebagai 
pemilik 

Tanggung jawab 
cepat; insentif 
komersial menjaga 
alat 

Akses dikaitkan 
dengan kewajiban 
jual yang tidak 
diungkap; tanpa 
kanal keluhan 
independen 

Transparansi 
akses/tarif, catatan 
produk, kapasitas 
servis 

Kelompok 
nelayan/koperasi 

Potensi akses 
kolektif dan kontrol 
anggota 

Tanggung jawab 
kabur; dana 
cadangan dapat 
dialihkan; tanpa 
kontrak teknis 

Hak anggota, 
operator 
profesional, audit, 
reserve fund 

BUMDes Mandat layanan 
desa dan legitimasi 
publik 

Dana pemeliharaan 
tidak dipisahkan; 
operator tanpa 
kompetensi 

Wewenang 
anggaran, 
keterbukaan, 
kontrak operator 
dan servis 

Sewa/subscription 
vendor 

Akuntabilitas dapat 
dikaitkan dengan 
uptime 

Tarif tidak menutup 
servis pulau; 
response time tidak 
dapat ditegakkan 

Full service cost, 
SLA, teknisi 
lokal/regional, 
suku cadang 

Kemitraan publik–
swasta–komunitas 

Fungsi dapat dibagi 
sesuai kompetensi 

Kewenangan 
ambigu atau 
duplikasi veto 

Matriks tanggung 
jawab, eskalasi, 
liability, oversight 

Sumber: dikembangkan dari skenario tata kelola, 2025 

Model pengumpul tidak ditolak karena bersifat privat. Keunggulannya dapat berupa 
keputusan cepat, modal tersedia, dan insentif menjaga aset. Risiko muncul ketika akses 
cold storage secara diam-diam dibundel dengan kewajiban menjual kepada pemilik. Model 
koperasi dapat memperluas kepemilikan dan partisipasi; bukti Indonesia menunjukkan 
keanggotaan koperasi dapat memperbaiki akses pinjaman dan pasar (Taniu et al., 2024). 
Akan tetapi, collective ownership tanpa kewenangan operator, disiplin pembayaran, 
kontrol rekening, dan dukungan teknis tetap rentan terhadap kegagalan pemeliharaan. 
Karena itu, penilaian harus berfokus pada governance depth, bukan pada label “kolektif”. 

BUMDes mempunyai keuntungan mandat layanan publik dan kedekatan 
administratif, tetapi legitimasi tidak setara dengan kompetensi teknis. Vendor lease atau 
subscription dapat memindahkan tanggung jawab uptime kepada penyedia apabila 
kontrak menetapkan respons, suku cadang, biaya perjalanan, dan penggantian komponen 
secara realistis. Kemitraan publik–swasta–komunitas dapat membagi fungsi secara lebih 
lengkap, namun juga dapat menyembunyikan tanggung jawab di antara banyak institusi. 
Setiap model harus menjawab pertanyaan yang sama: siapa memiliki, siapa 
mengoperasikan, siapa memegang pembayaran, siapa mengotorisasi pemeliharaan, siapa 
menanggung kerusakan produk, dan siapa memperbaiki. 
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Implikasi Teoretis: Dari Acceptance Menuju Service Readiness 

Kontribusi teoretis utama adalah penyelesaian masalah level-of-analysis. Usefulness, 
risk, affordability, fairness, dan trust adalah evaluasi individu; governance readiness 
adalah properti organisasi; service readiness adalah properti sistem. Menyatukan 
semuanya dalam indeks tunggal akan membuka substitusi yang tidak logis, misalnya skor 
minat pengguna yang sangat tinggi menutup ketidakmampuan sistem menjaga suhu, atau 
performa teknis yang baik menutup aturan akses yang diskriminatif. Aturan non-
kompensatori memaksa dua pertanyaan dijawab secara terpisah: apakah layanan secara 
teknis mampu melindungi ikan, dan apakah institusi mampu menjalankannya secara adil 
serta dapat diperbaiki. 

Kerangka juga menempatkan trust sebagai hasil dari service design. Tarif yang 
konsisten, prioritas yang dapat dijelaskan, catatan produk yang akurat, dana yang 
terlindungi, operator yang kompeten, dan jalur redress yang kredibel memberikan alasan 
institusional untuk percaya. Pendekatan ini menghindari asumsi bahwa infrastruktur 
bersama otomatis menghasilkan kohesi sosial. Studi komunitas energi menunjukkan 
bahwa partisipasi, pembagian manfaat, kapasitas pengelolaan, dan akuntabilitas tetap 
menjadi tantangan utama (Ahmed et al., 2024). Dengan kata lain, distrust dapat menjadi 
respons rasional terhadap desain layanan yang belum jelas. 

Implikasi Praktis: Pembiayaan, Purna Jual, dan Keadilan Akses 

Dari sisi pembiayaan, hibah hanya menyelesaikan biaya awal. Layanan 
berkelanjutan tetap memerlukan biaya operator, perawatan preventif, perjalanan teknisi, 

penggantian baterai atau komponen utama, downtime, dan sistem pencatatan. Model 
bisnis refrigerasi terbarukan menunjukkan bahwa grant, subscription, leasing, dan skema 
hibrida memindahkan risiko secara berbeda (Baniasadi et al., 2025). Oleh sebab itu, 
affordability harus dibandingkan dengan full service cost. Tarif yang terlihat murah karena 
tidak mencadangkan biaya penggantian komponen berpotensi menciptakan kegagalan 
yang tertunda. 

Purna jual harus dikonversi dari janji vendor menjadi kewajiban tata kelola. Nama 
penanggung jawab, kanal pelaporan, service-level expectation, prosedur diagnosis, lokasi 
teknisi, ketersediaan suku cadang, sumber dana, dan mekanisme produk selama downtime 
perlu ditetapkan sebelum operasional. Pengalaman adopsi digital di sektor perikanan 
memperlihatkan bahwa manfaat teknis tidak menjamin keberlanjutan ketika dukungan 
lokal, trust, privasi, partisipasi, dan koordinasi institusi lemah (Meyer et al., 2020; Ahlquist 
et al., 2025; Costa et al., 2025). Prinsip yang sama berlaku pada cold storage: hardware 
baru menjadi infrastruktur ketika ada organisasi yang mampu merawatnya. 

Bagi kebijakan desa dan program donor, prioritas implementasi sebaiknya dimulai 
dari verifikasi permintaan dan throughput, penentuan spesifikasi teknis, pemetaan 
hubungan kredit dan pasar, penyusunan skenario layanan yang setara untuk 
dibandingkan, serta pengujian tariff floor. Setelah itu, pemangku kepentingan menilai 
kriteria dan bobot, sementara kondisi veto diterapkan lebih dahulu daripada skor agregat. 
Skenario yang belum memenuhi satu ambang dapat diberi status “siap bersyarat” hanya 
jika kekurangan, aktor penanggung jawab, tindakan korektif, biaya, dan tanggal verifikasi 
ditentukan secara eksplisit. 

Keterbatasan 

Kerangka ini memiliki empat keterbatasan. Pertama, premis Gili Tapan masih 
membutuhkan verifikasi tanggal dan sumber. Kedua, model belum diuji menggunakan 
data responden, transaksi, dan performa teknis. Ketiga, desain survei potong lintang tidak 
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dapat membuktikan kausalitas atau perubahan dari waktu ke waktu. Keempat, penilaian 
berbobot pemangku kepentingan dapat merefleksikan preferensi strategis; karena itu, 
perbedaan bobot, disagreement, dan sensitivity analysis harus dilaporkan. Generalisasi 
yang dimungkinkan adalah generalisasi analitis terhadap konteks produktive-use 
technology dengan musiman tinggi, pembiayaan informal, akses pasar terkonsentrasi, dan 
jaringan servis terbatas, bukan klaim bahwa satu model kepemilikan pasti terbaik. 

KESIMPULAN 

Artikel menyimpulkan bahwa keberlanjutan cold storage tenaga surya pada 
perikanan pulau kecil tidak dapat dinilai hanya melalui penerimaan pengguna atau 
kelayakan perangkat. Kerangka multilevel yang dikembangkan memisahkan niat 
menggunakan dan kesediaan membayar pada level individu, patronase dan keadilan pada 
level relasional, kesiapan tata kelola pada level organisasi, serta kesiapan layanan pada 
level sistem. Patronase diposisikan sebagai relasi timbal balik multidimensi, sedangkan 
kepercayaan dipahami sebagai evaluasi atas aturan dan kapasitas layanan yang dapat 
diamati. Kesiapan layanan menuntut dua gerbang yang tidak dapat saling menggantikan: 
kelayakan teknis dan tata kelola yang akuntabel. 

Saran penelitian adalah melakukan validasi lapangan dengan sampling berbasis 
jaringan, pengukuran patronase yang tidak biner, willingness to pay untuk paket layanan 
yang terdefinisi, serta integrasi survei, wawancara, dokumen, dan pengujian teknis. Saran 
implementasi adalah menetapkan pemilik dan operator secara jelas, memisahkan dana 
pemeliharaan, menuliskan aturan akses dan tarif, memastikan jalur garansi-teknisi-suku 
cadang, serta menilai setiap model kepemilikan berdasarkan fungsi dan bukti, bukan label 
institusinya. Untuk Gili Tapan, data penduduk, nelayan, kelompok, aset, kerusakan unit 
300 L, dan hubungan kredit-penjualan harus diverifikasi sebelum skenario dipilih atau tarif 
ditetapkan. 
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